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WALIKOTA PROBOLINGGO 
 

SALINAN PERATURAN  WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  45  TAHUN 2012 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004           

Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4741); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4815); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 

Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2009 Nomor 15); 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Korps 

Pegawai Negeri Republik Indonesia Kota Probolinggo (Lembaran 

Daerah   Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor  12); 

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor  4 Tahun 2012 

tentang Organisasi  Perangkat Daerah Kota Probolinggo 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo. 

6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan 

Kelurahan. 

7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan 

sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

8. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi. 

9. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan perangkat daerah yang 

memiliki dan mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran 

serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya. 

 

BAB II 

TUJUAN  

Pasal 2 

Tujuan penetapan indikator kinerja utama ini adalah : 

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 
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BAB III 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 3 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Walikota ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-

masing perangkat daerah dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana 

kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan 

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Probolinggo Tahun 2009 – 2014. 

 

Pasal 4 

(1) Perangkat daerah dan unit kerja mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi 

kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk 

melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan 

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik 

berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. 

(3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian 

kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Satuan Perangkat Daerah dan unit kerja 

mandiri serta disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 5 

Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap 

kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, Kepala Satuan Perangkat Daerah 

melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan 

pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan. 
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Pasal 6 

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, 

Inspektorat diberikan tugas untuk: 

a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap perangkat daerah dan unit kerja 

dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan 

akuntabilitas kinerja; 

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan 

kepada Walikota. 

 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   28 Desember 2012 2012 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

H. M. BUCHORI 

Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal      28 Desember 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19570425 198410 1 001 
 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN  2012  NOMOR  45 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

 
 

 
AGUS HARTADI 

Pembina Tingkat I 

196608170 199203 1 016 


